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PRAKATA

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan 
Semesta Alam. Atas rahmat dan karunia-Nya, buku ini akhirnya 

dapat disusun dan disajikan kepada pembaca. Buku ini merupakan 
hasil dari rangkaian kajian mendalam mengenai profil dan peran 
strategis Koperasi Unit Desa (KUD) dalam pembangunan ekonomi 
perdesaan, dengan studi kasus di Kabupaten Langkat, Provinsi 
Sumatera Utara.

Gagasan utama dalam buku ini adalah mengangkat koperasi 
sebagai lembaga ekonomi yang tidak hanya bersifat administratif, 
tetapi juga mampu menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi 
masyarakat desa. Berbagai temuan dan pemikiran dalam buku ini 
diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan 
model koperasi yang ideal—yakni koperasi yang relevan dengan 
kebutuhan anggota, berdaya saing, dan mampu membangun sinergi 
kelembagaan secara berkelanjutan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat berbagai 
kekurangan yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu, masukan 
dan kritik konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan 
untuk pengayaan dan penyempurnaan edisi berikutnya.

Ucapan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada 
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atas dukungan 
dan pendanaan yang memungkinkan kajian ini terlaksana. Apresiasi 
juga kami sampaikan kepada masyarakat dan instansi di Kabupaten 
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Langkat, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan dan 
kerja sama selama proses penulisan buku ini berlangsung.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi kalangan 
akademisi, praktisi koperasi, pembuat kebijakan, dan seluruh 
pemangku kepentingan yang peduli terhadap pembangunan ekonomi 
desa berbasis kelembagaan koperasi. Amin.
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BAB I
PRAWACANA: MODEL KOPERASI 

IDEAL DALAM MEMBANGUN 
EKONOMI DESA

Untuk membangun struktur pedesaan yang maju dan progresif, 
terdapat tiga lembaga yang harus ada di desa dan tidak dapat 

ditawar-tawar, yaitu 1) lembaga pemasaran untuk sarana produksi 
pertanian; 2) lembaga penyuluhan atau pendidikan bagi petani; dan 
3) lembaga keuangan atau pendanaan bagi petani.

Kehadiran institusi semacam ini seharusnya mampu menjadi 
wadah bagi keluhan serta persoalan petani dan memberikan solusi 
yang tepat. Sebuah institusi yang kuat dapat meminimalkan kelemahan 
petani dan mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki, sehingga pada 
akhirnya dapat meningkatkan pendapatan petani secara ekonomi 
dan memperbaiki sikap mental secara sosiologis (Mosher, 1966).

Kabupaten Langkat, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, 
merupakan salah satu kabupaten dengan luas wilayah terbesar. 
Oleh karena itu, wilayah ini dipilih sebagai lokasi penelitian dengan 
harapan dapat merepresentasikan fenomena yang terjadi di lembaga 
koperasi di kabupaten-kabupaten lain di Sumatera Utara. Walaupun 
pada umumnya ciri-ciri koperasi di wilayah ini serupa, Kabupaten 
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Langkat tetap memiliki karakteristik khas yang tidak dijumpai di 
daerah lainnya.

Kelemahan mendasar dalam pemikiran ekonomi klasik, salah 
satunya, adalah anggapan bahwa faktor lingkungan—termasuk 
struktur kelembagaan—merupakan faktor eksternal yang dianggap 
tetap. Oleh karena itu, koperasi hanya digambarkan berdasarkan 
perilaku teknologinya. Pandangan ini menyerupai teori produksi 
yang cenderung melihat koperasi sebagai agregat (Pakpahan, 1990).

Tanpa disadari, cara pandang tersebut telah memengaruhi 
kebijakan pembangunan di negara-negara berkembang, padahal 
lingkungan dan kelembagaan merupakan faktor penting dalam 
menentukan keberhasilan pemanfaatan sumber daya secara optimal. 
Menurut Todaro (1984), pembangunan ekonomi pedesaan mencakup 
enam unsur: 1) inovasi teknologi dan sosial; 2) informasi; 3) insentif; 
4) infrastruktur; 5) investasi, dan; 6) institusi atau kelembagaan. Lima 
aspek pertama bersifat saling melengkapi, sedangkan aspek keenam 
berperan merekayasa kelima aspek lainnya.

Institusi yang ideal semestinya memiliki dua peran, yaitu sebagai 
organisasi ekonomi (economic enterprise) dan sekaligus sebagai 
organisasi kemanusiaan (human association). Lembaga tersebut juga 
perlu berlandaskan pada asas kekeluargaan sebagai dasar demokrasi 
ekonomi.

Untuk memenuhi syarat ini, sebuah institusi perlu mencakup, 
1) nilai budaya sebagai pranata sosial; 2) aspek pendidikan untuk 
mencerdaskan masyarakat; 3) aspek ekonomi dengan kaidah rasional; 
dan 4) aspek gerakan yang bertujuan mengubah struktur kapitalistik 
menjadi demokrasi ekonomi. Syarat lain yang harus dipenuhi adalah 
1) anggota memiliki tujuan bersama; 2) semangat saling mendukung 
dan berjuang bersama; 3) kepemilikan bersama dan tanggung jawab 
kolektif; serta 4) peningkatan kesejahteraan anggota (Dulfer, 1979).

Bentuk institusi yang memenuhi kriteria tersebut dan telah 
banyak dibangun di desa-desa adalah Koperasi Unit Desa (KUD). 
Pilihan terhadap KUD dilandasi oleh pertimbangan ideologis 
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BAB II
KONSEP DASAR KOPERASI

Pengertian Koperasi

Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki 
peran penting dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan 
perekonomian masyarakat. Secara historis, pertumbuhan koperasi 
dapat ditelusuri melalui tiga jalur utama. Pertama, koperasi 
berkembang atas dorongan organisasi sosial dan politik yang 
menjadikan koperasi sebagai bagian dari gerakan masyarakat.

Kedua, koperasi tumbuh melalui peran aktif pemerintah yang 
menginisiasi dan memfasilitasi pendirian serta operasional koperasi 
dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi. Ketiga, koperasi 
lahir dari inisiatif pribadi atau kelompok masyarakat yang memiliki 
kesadaran untuk bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi 
bersama.

Dari segi etimologi, istilah koperasi berasal dari bahasa Latin, 
yaitu cum yang berarti bersama, dan operari yang berarti bekerja. 
Kedua kata tersebut membentuk istilah co-operation dalam bahasa 
Inggris, yang berarti kerja sama. Dalam bahasa Belanda, istilah ini 
dikenal sebagai cooperatieve vereniging, yang dapat diartikan sebagai 
suatu bentuk kerja bersama antarindividu untuk mencapai tujuan 
tertentu secara kolektif dan demokratis.
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1. Roy (1981)
Roy menyatakan bahwa koperasi merupakan bentuk pengelolaan 
usaha yang bersifat sukarela. Dalam koperasi, pembiayaan, 
kepemilikan modal, dan pengawasan berada di tangan anggota, 
yang sekaligus bertindak sebagai pengguna jasa dan penanggung 
risiko. Keuntungan yang diperoleh koperasi dibagikan secara 
profesional kepada seluruh anggota. Tujuan utama koperasi, 
menurut Roy, adalah memberikan keuntungan sebesar-besarnya 
kepada anggotanya yang berperan sebagai pemilik sekaligus 
pelanggan koperasi.

2. Ropke (1992)
Menurut Ropke, koperasi memiliki prinsip khas yang disebut 
identitas ganda (identity criterian), yaitu pemilik dan pengguna 
jasa koperasi adalah orang yang sama. Berdasarkan prinsip 
tersebut, koperasi memiliki beberapa ketentuan penting, antara 
lain:
a. Modal usaha berasal dari anggota yang juga menjadi 

pelanggan utama.
b. Keuntungan dibagikan secara proporsional sesuai tingkat 

partisipasi anggota dalam kegiatan usaha koperasi.
c. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam 

pengambilan keputusan, tanpa bergantung pada besar 
kecilnya kontribusi modal.

d. Tanggung jawab anggota bersifat tidak terbatas.

Ropke juga mengemukakan bahwa koperasi terdiri dari dua 
unsur utama:
a. Kelompok koperasi (cooperative group), yang mencakup 

anggota beserta usaha atau pekerjaan mereka, rapat anggota 
sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan 
keputusan, pengurus dan pengawas yang dipilih oleh dan 
bertanggung jawab kepada rapat anggota, dan perusahaan 
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BAB III
KOPERASI DALAM SISTEM 

PEREKONOMIAN

Koperasi dalam Sistem Ekonomi Sosialis

Dalam sistem perekonomian sosialis, koperasi mendapatkan posisi 
strategis sebagai alat negara untuk mewujudkan pemerataan ekonomi 
dan kesejahteraan sosial. Pemerintah memiliki peran dominan dalam 
proses pendirian, pengembangan, dan pengelolaan koperasi. Negara 
tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator 
utama melalui pemberian bantuan modal, pelatihan sumber daya 
manusia, serta akses terhadap sarana produksi dan pasar (Suharto, 
2009).

Dukungan pemerintah dalam sistem ini memungkinkan 
koperasi berkembang lebih cepat dibandingkan dalam sistem 
ekonomi pasar. Koperasi dijadikan sebagai perpanjangan tangan 
negara untuk menjalankan berbagai program pembangunan, seperti 
penyaluran bantuan sosial, distribusi barang kebutuhan pokok, serta 
pemberdayaan ekonomi rakyat kecil. Koperasi menjadi instrumen 
penting dalam mewujudkan keadilan sosial, sesuai dengan semangat 
kolektivisme yang menjadi ciri khas sistem sosialis (Laidler, 1995).

Namun demikian, keterlibatan negara yang sangat dominan 
dalam pengelolaan koperasi membawa konsekuensi serius terhadap 
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kemandirian koperasi itu sendiri. Koperasi menjadi terlalu tergantung 
pada intervensi pemerintah, baik dari aspek manajerial maupun 
operasional. Dalam praktiknya, keputusan strategis koperasi lebih 
banyak ditentukan oleh birokrasi negara ketimbang oleh aspirasi 
anggotanya. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar koperasi yang 
menjunjung tinggi partisipasi demokratis dan kemandirian anggota 
(ICA, 2021).

Ketergantungan terhadap negara membuat koperasi tidak 
memiliki fleksibilitas dalam merespons dinamika pasar dan kebutuhan 
anggotanya. Koperasi tumbuh bukan karena kekuatan internal 
yang berakar pada solidaritas ekonomi anggota, melainkan karena 
dorongan eksternal dari negara. Akibatnya, koperasi yang dibentuk 
dalam sistem sosialis cenderung memiliki daya tahan yang lemah 
ketika dukungan negara dihentikan atau dikurangi (Woolcock, 1998).

Dengan kata lain, koperasi dalam sistem sosialis mengalami 
perkembangan yang artifisial dan tidak berkelanjutan. Ia menjadi 
instrumen administratif negara, bukan sebagai organisasi ekonomi 
yang digerakkan oleh kesadaran dan kebutuhan anggotanya sendiri. 
Padahal, esensi koperasi sebagaimana dirumuskan oleh International 
Co-operative Alliance (ICA) adalah organisasi otonom yang dibentuk 
secara sukarela oleh individu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, 
sosial, dan budaya melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan 
dikendalikan secara demokratis.

Oleh karena itu, meskipun kehadiran koperasi dalam sistem 
ekonomi sosialis terlihat menguntungkan dari sisi dukungan dan 
perlindungan negara, namun dalam jangka panjang, kondisi ini 
justru menghambat penguatan prinsip kemandirian, tanggung jawab 
bersama, dan keberlanjutan koperasi secara institusional.

Koperasi dalam Sistem Ekonomi Kapitalis

Secara historis, koperasi muncul di tengah dominasi sistem ekonomi 
kapitalis yang berkembang pesat di Eropa Barat pada masa Revolusi 
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BAB IV
KOPERASI DALAM STRUKTUR 

PASAR

Koperasi dalam Pasar Persaingan 
Sempurna

1. Kondisi jangka pendek
Pasar persaingan sempurna merupakan suatu bentuk struktur 
pasar di mana semua pelaku ekonomi memiliki akses informasi 
yang setara, tidak ada hambatan keluar-masuk pasar, serta produk 
yang ditawarkan bersifat homogen. Dalam kondisi ini, koperasi 
sebagai badan usaha menghadapi berbagai tantangan yang 
berkaitan dengan efisiensi, daya saing, dan keberlanjutan usaha. 
Baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, koperasi 
dihadapkan pada tiga kemungkinan situasi: kemampuan setara 
(same ability), kemampuan lebih rendah (lower ability), dan 
kemampuan lebih tinggi (higher ability) dibanding badan usaha 
non-koperasi.
a. Same ability

Dalam jangka pendek pada pasar persaingan sempurna, 
apabila kemampuan produksi koperasi setara dengan pelaku 
usaha non-koperasi, maka situasi ini cenderung tidak 
memberikan keuntungan bagi koperasi. Hal ini disebabkan 
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karena biaya produksi dan harga jual yang ditetapkan 
koperasi menjadi sama dengan yang berlaku di kalangan 
pelaku usaha non-koperasi. Kondisi tersebut dapat diamati 
melalui kurva yang disajikan pada bagian berikut.  sama 
dengan  (P = Price = Harga)

Gambar 4.1 Kondisi Koperasi dengan Kemampuan Setara dalam 
Jangka Pendek

Pada tahap awal pendirian, kondisi koperasi dalam 
pasar persaingan sempurna masih dapat dikatakan layak, 
karena koperasi masih mampu bersaing dengan pelaku 
usaha non-koperasi. Namun, seiring berjalannya waktu—
misalnya setelah satu tahun—koperasi mulai mengalami 
kesulitan bersaing.

Hal ini terjadi karena kemampuan koperasi untuk 
meningkatkan efisiensi cukup terbatas, mengingat 
keberhasilannya sangat bergantung pada partisipasi dan 
kesadaran para anggotanya. Berbeda dengan badan usaha 
non-koperasi, yang umumnya dikelola oleh pemilik modal 
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BAB V
DASAR PEMBANGUNAN  

INSTITUSI DAN PERAN KOPERASI

Konsep Lembaga Pembaharu (Esman, 
Todaro)

Pembangunan wilayah, terutama di daerah pedesaan, tidak 
hanya membutuhkan strategi ekonomi dan infrastruktur, tetapi 
juga memerlukan lembaga-lembaga yang berperan sebagai agen 
pembaruan sosial. Dalam konteks ini, gagasan mengenai lembaga 
pembaharu menjadi penting untuk dikaji sebagai instrumen 
yang mampu mendorong transformasi sosial dan ekonomi secara 
berkelanjutan. Konsep lembaga pembaharu telah banyak diangkat 
oleh para ahli, termasuk Esman (1972) dan Todaro (1984), yang 
memberikan kontribusi teoritis dalam memperjelas peran lembaga 
dalam dinamika pembangunan.

Menurut Esman (1972), suatu organisasi dapat dikategorikan 
sebagai lembaga pembaharu apabila memiliki dua karakteristik 
utama yang bersifat ganda, yakni dari segi struktur internal dan 
fungsi eksternalnya:
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1. Ketahanan dan Dinamika Internal
Lembaga pembaharu harus memiliki struktur organisasi yang 
tidak hanya teknis dan efisien, tetapi juga sosial dan kultural 
yang lestari. Artinya, lembaga tersebut tidak cukup hanya 
menjalankan tugas administratif secara mekanis, tetapi harus 
mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial, budaya, 
dan politik di lingkungannya. Ciri penting lainnya adalah 
sustainability, yaitu kemampuan lembaga untuk terus bertahan 
dan berevolusi dalam jangka panjang, tanpa bergantung secara 
eksklusif pada bantuan eksternal.

Lembaga pembaharu juga harus berfungsi sebagai “vehicle 
of innovation” atau wahana inovasi. Inovasi di sini tidak terbatas 
pada aspek teknologi, tetapi juga mencakup inovasi kelembagaan, 
seperti cara baru dalam mengorganisasi masyarakat, mekanisme 
partisipasi, metode pelayanan publik yang responsif, hingga 
pengembangan nilai dan norma sosial yang lebih adaptif terhadap 
perubahan zaman.

2. Konektivitas Eksternal dan Ekosistem Institusional
Selain kuat secara internal, lembaga pembaharu juga harus 
mampu menjalin hubungan strategis dengan organisasi lain, baik 
berupa hubungan ketergantungan (interdependence), dukungan 
(support), maupun peran pelengkap (complementary). Dalam 
konteks ini, lembaga pembaharu berfungsi sebagai simpul dalam 
ekosistem kelembagaan yang saling menopang, sehingga setiap 
institusi lokal tidak berjalan secara terisolasi.

Interaksi kelembagaan ini akan memperkuat kapasitas 
kolektif wilayah dalam merespons tantangan pembangunan. 
Sebagai contoh, lembaga pembaharu di bidang pertanian seperti 
koperasi petani atau lembaga penyuluhan harus terhubung 
dengan lembaga riset, lembaga pembiayaan, serta pasar lokal 
dan regional, agar mampu memberikan manfaat maksimal bagi 
masyarakat (Ekowanti dan Dewi, 2015).
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BAB VI
KOPERASI SEBAGAI LEMBAGA 

PERUSAHAAN

Pengertian Koperasi sebagai Badan 
Usaha

Dalam sistem perekonomian nasional maupun global, koperasi 
menempati posisi yang unik sebagai badan usaha yang berakar 
pada nilai-nilai kebersamaan, demokrasi ekonomi, dan kepentingan 
anggota. Jika dilihat dari sudut pandang kelembagaan ekonomi, maka 
koperasi pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai badan usaha 
yang berfungsi seperti perusahaan, namun memiliki karakteristik 
yang berbeda secara fundamental dari perusahaan kapitalis.

Koperasi bukan sekadar organisasi sosial, melainkan institusi 
perusahaan yang didirikan untuk mempermudah kegiatan ekonomi 
anggotanya. Melalui koperasi, individu-individu yang memiliki 
keterbatasan sumber daya secara perorangan, baik dari segi modal, 
akses pasar, maupun teknologi, dapat bersatu untuk membentuk 
kekuatan ekonomi bersama. Inilah esensi koperasi sebagai sarana 
untuk mencapai skala usaha yang lebih ekonomis atau economies of 
scale, yang sulit dicapai jika dilakukan secara sendiri-sendiri.

Dalam praktiknya, koperasi mengonsolidasikan sumber daya 
ekonomi anggotanya untuk melakukan pembelian bahan baku 
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secara kolektif, produksi bersama, atau pemasaran hasil usaha 
dalam satu jaringan usaha yang terorganisir. Konsep skala usaha 
ekonomis ini berarti bahwa biaya produksi atau distribusi per unit 
dapat ditekan, karena koperasi melakukan transaksi dalam jumlah 
besar dan terkoordinasi. Misalnya, petani kecil yang tergabung 
dalam koperasi pertanian dapat membeli pupuk dan benih secara 
kolektif dengan harga lebih murah karena pembelian dilakukan 
dalam jumlah besar. Dalam pemasaran hasil panen, koperasi juga 
berperan sebagai penghubung langsung dengan pasar atau industri 
pengolahan, sehingga mengurangi ketergantungan pada tengkulak 
dan memaksimalkan pendapatan petani.

Kedudukan koperasi sebagai badan usaha diatur secara eksplisit 
dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian, yang menyatakan bahwa:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang 
atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya 
berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi 
rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Pasal tersebut menegaskan bahwa koperasi memiliki status 
sebagai badan hukum dan entitas bisnis yang sah, yang tunduk pada 
sistem hukum nasional dan peraturan yang berlaku bagi semua jenis 
badan usaha di Indonesia. Dalam praktiknya, koperasi memiliki 
kewajiban administratif dan legal sebagaimana badan usaha lainnya. 
Untuk dapat beroperasi secara resmi, koperasi harus memiliki:

1. Akta pendirian yang disahkan oleh notaris dan terdaftar di 
Kementerian Koperasi dan UKM,

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai subjek pajak badan,

3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau kini Nomor Induk 
Berusaha (NIB),

4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), jika koperasi menjalankan 
usaha perdagangan,
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BAB VII
PENDEKATAN EKONOMI 

KELEMBAGAAN TERHADAP 
KOPERASI

P erbandingan Pendekatan Neo-Klasik 
dan Ekonomi Kelembagaan

Kajian mengenai perilaku lembaga-lembaga ekonomi tidak terlepas 
dari fondasi teoritis yang digunakan sebagai acuan dalam memahami 
proses dan dinamika pengambilan keputusan. Dua pendekatan utama 
yang paling berpengaruh dalam ekonomi mikro modern adalah 
pendekatan neo-klasik dan pendekatan ekonomi kelembagaan. 
Keduanya menawarkan cara pandang yang berbeda terhadap 
bagaimana entitas ekonomi berperilaku, menetapkan tujuan, serta 
berinteraksi dalam struktur sosial dan pasar yang kompleks.

Pendekatan neo-klasik merupakan aliran utama dalam teori 
ekonomi konvensional. Pendekatan ini bertumpu pada asumsi 
bahwa individu bertindak secara rasional dan selalu berusaha 
memaksimalkan keuntungan atau utilitas dalam setiap keputusan 
ekonomi. Dalam kerangka ini, pasar diasumsikan berjalan secara 
kompetitif sempurna, di mana semua pelaku memiliki informasi 
lengkap, barang dan jasa bersifat homogen, dan tidak ada satu pun 
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pelaku pasar yang mampu memengaruhi harga secara individual. 
Selain itu, pendekatan ini mengasumsikan bahwa:

1. Faktor produksi menerima imbalan yang sepadan dengan 
kontribusi marjinalnya. Dalam pendekatan ini, tenaga kerja, 
modal, dan tanah dianggap memperoleh pendapatan berdasarkan 
seberapa besar kontribusinya terhadap proses produksi. Upah, 
bunga, dan sewa ditentukan oleh nilai tambah marjinal masing-
masing faktor, sehingga distribusi dianggap efisien dan adil dari 
sisi pasar.

2. Preferensi konsumen dianggap tetap dan seragam di seluruh 
populasi. Model neo-klasik mengasumsikan bahwa selera 
konsumen tidak berubah dalam jangka pendek dan bersifat 
rasional. Hal ini mempermudah analisis perilaku konsumen, 
namun mengabaikan pengaruh budaya, tren, dan perbedaan 
individu yang sering terjadi dalam kenyataan.

3. Aspek organisasi dan struktur kelembagaan diabaikan. 
Pendekatan ini tidak memperhatikan bagaimana perusahaan 
atau institusi diatur secara internal. Perusahaan dilihat hanya 
sebagai unit produksi yang berfungsi memaksimalkan laba, tanpa 
mempertimbangkan peran struktur organisasi atau mekanisme 
manajemen.

4. Pengaruh sosial, politik, dan budaya dianggap sebagai faktor 
eksternal. Faktor-faktor non-ekonomi seperti norma sosial, 
kekuasaan politik, dan nilai budaya tidak dimasukkan dalam 
model utama. Padahal dalam kenyataannya, faktor-faktor ini 
sering kali memengaruhi keputusan ekonomi secara signifikan.

5. Masalah pemerataan dan keadilan sosial dipisahkan dari efisiensi 
ekonomi. Neo-klasik fokus pada efisiensi alokasi sumber daya, 
bukan pada distribusi hasil. Ketimpangan atau keadilan dianggap 
urusan kebijakan sosial yang terpisah dari analisis ekonomi pasar.

Dalam konteks ini, perilaku perusahaan dan konsumen 
dirumuskan dalam model matematis yang ketat, dengan penekanan 
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BAB VIII
KINERJA KOPERASI  

DAN FAKTOR PENENTUNYA

Permasalahan Koperasi di Tingkat Desa

Koperasi di tingkat desa memiliki peran yang sangat penting 
sebagai wadah ekonomi masyarakat sekaligus sebagai instrumen 
pemberdayaan komunitas lokal. Namun demikian, dalam praktiknya, 
banyak koperasi desa mengalami berbagai kendala yang menghambat 
pencapaian tujuan idealnya. Permasalahan-permasalahan tersebut 
tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan faktor 
struktural, kultural, dan manajerial.

Menurut Soekartawi (1999), terdapat tiga permasalahan utama 
yang secara umum menghambat perkembangan koperasi di tingkat 
desa. Permasalahan-permasalahan ini bersifat fundamental dan 
saling berkaitan satu sama lain, sehingga memerlukan pendekatan 
penyelesaian yang sistematis dan berkelanjutan.

Pertama, rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam kegiatan 
koperasi. Banyak anggota belum memiliki pemahaman yang memadai 
mengenai prinsip-prinsip dasar koperasi, hak dan kewajiban sebagai 
anggota, serta manfaat ekonomi dan sosial yang dapat diperoleh 
melalui keanggotaan aktif. Akibatnya, keterlibatan mereka dalam 
aktivitas koperasi cenderung pasif dan formalitas semata. Partisipasi 
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yang lemah ini berdampak pada lemahnya basis demokrasi koperasi, 
serta mengurangi efektivitas dalam pengambilan keputusan kolektif 
maupun kontribusi dalam permodalan dan kegiatan usaha.

Kedua, kelemahan dalam aspek manajemen usaha koperasi. 
Pengelolaan koperasi di tingkat desa umumnya belum dijalankan 
berdasarkan prinsip-prinsip manajemen modern. Masih banyak 
koperasi yang mengelola keuangannya secara manual, tanpa 
perencanaan bisnis yang terstruktur atau strategi pengembangan 
usaha yang berorientasi pada keberlanjutan. Akibatnya, koperasi 
tidak mampu bersaing dengan pelaku usaha lain, bahkan dalam 
skala lokal. Kurangnya sistem evaluasi dan monitoring internal juga 
menyebabkan ketidakefisienan operasional dan ketidakjelasan arah 
usaha koperasi.

Ketiga, kualitas sumber daya manusia, khususnya pengurus dan 
manajer koperasi, masih relatif rendah. Banyak di antara mereka 
yang belum memiliki keterampilan teknis dan manajerial yang 
dibutuhkan untuk mengelola koperasi secara profesional. Pelatihan 
dan pendampingan seringkali belum menjangkau seluruh koperasi 
desa secara merata, sehingga pengelolaan masih bersifat tradisional 
dan bergantung pada pengalaman semata. Kurangnya kemampuan 
dalam hal perencanaan usaha, pencatatan keuangan, pemasaran, 
hingga hubungan dengan lembaga keuangan eksternal menjadi 
hambatan signifikan dalam meningkatkan kinerja koperasi.

Ketiga persoalan di atas memperlihatkan bahwa keberlangsungan 
dan keberhasilan koperasi di desa sangat dipengaruhi oleh 
keterlibatan anggota, kapasitas kelembagaan, serta kualitas sumber 
daya manusia. Maka, untuk mendorong koperasi agar benar-
benar menjadi pilar ekonomi rakyat di perdesaan, perlu dilakukan 
penguatan secara menyeluruh, baik dari sisi pendidikan anggota, 
peningkatan kompetensi pengurus, maupun revitalisasi manajemen 
usaha koperasi itu sendiri.

Kelemahan struktural ini menyebabkan koperasi unit desa kerap 
tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Meskipun secara hukum 
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BAB IX
PERSPEKTIF AGRIBISNIS DAN 
PEMBERDAYAAN KOPERASI

Pembangunan Agribisnis sebagai 
Strategi Ekonomi Nasional

Kegagalan dalam perumusan strategi pembangunan ekonomi pada 
masa lalu, ditambah dengan dampak krisis ekonomi yang berlangsung 
berkepanjangan, telah memunculkan serangkaian persoalan serius 
dalam perekonomian nasional. Ketidaktepatan arah kebijakan dan 
lemahnya fondasi ekonomi menyebabkan berbagai dampak negatif 
yang saling berkaitan dan memperburuk kondisi sosial-ekonomi 
masyarakat (Ismail dan Muhammad, 2020).

Masalah-masalah seperti meningkatnya angka kemiskinan dan 
pengangguran, rendahnya pendapatan per kapita, serta memperluas 
kesenjangan antarwilayah menjadi gejala nyata dari kegagalan 
sistemik tersebut. Ketimpangan distribusi sumber daya dan hasil 
pembangunan turut memperparah ketidakmerataan pertumbuhan 
ekonomi di berbagai daerah, terutama wilayah pedesaan dan kawasan 
tertinggal (Maulana dkk., 2022).

Di sisi lain, ketahanan pangan yang belum kokoh menjadikan 
masyarakat rentan terhadap fluktuasi harga dan gangguan pasokan. 
Besarnya utang luar negeri menambah beban fiskal negara, sementara 
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degradasi lingkungan hidup akibat eksploitasi sumber daya alam 
tanpa perhitungan jangka panjang turut memperparah kerentanan 
ekologi nasional. Tidak hanya itu, keterbelakangan ekonomi di banyak 
daerah menunjukkan masih lemahnya orientasi pembangunan yang 
inklusif dan berbasis pada potensi lokal.

Berbagai persoalan tersebut membentuk lingkaran masalah 
yang kompleks, yang jika tidak segera ditangani dengan pendekatan 
menyeluruh dan berkelanjutan, akan terus menghambat upaya 
mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang adil, merata, dan 
berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk menghadapi persoalan ekonomi yang semakin kompleks 
dan saling terkait, Indonesia membutuhkan strategi pembangunan 
ekonomi yang tajam, terfokus, dan tepat sasaran. Strategi ini tidak 
hanya ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, tetapi 
juga dirancang agar tidak menimbulkan dampak negatif baru bagi 
keberlanjutan pembangunan nasional. Oleh karena itu, strategi 
pembangunan yang dipilih perlu memenuhi sejumlah karakteristik 
penting agar dapat diimplementasikan secara efektif.

Pertama, strategi tersebut harus memiliki cakupan yang luas 
dalam menjawab berbagai persoalan ekonomi secara simultan. 
Artinya, strategi yang diambil tidak hanya menyelesaikan satu jenis 
masalah, melainkan mampu mereduksi sebagian besar persoalan yang 
ada secara terpadu. Dengan pendekatan seperti ini, implementasi 
strategi akan memberikan dampak yang signifikan dan menyeluruh 
terhadap perbaikan kondisi ekonomi nasional.

Kedua, strategi pembangunan harus disusun dengan 
mempertimbangkan keberlanjutan fiskal. Artinya, strategi tersebut 
tidak boleh terlalu bergantung pada pembiayaan eksternal, seperti 
pinjaman luar negeri atau impor dalam jumlah besar. Ketergantungan 
semacam ini justru berisiko memperbesar beban utang luar negeri 
Indonesia yang sudah tinggi dan mengancam stabilitas ekonomi 
nasional dalam jangka panjang.
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BAB X
KOPERASI IDEAL UNTUK 

PEMBANGUNAN EKONOMI DESA

Persepsi Koperasi sebagai Pusat 
Pelayanan Ekonomi

Kehadiran Koperasi Unit Desa (KUD) telah memberikan berbagai 
kemudahan bagi masyarakat pedesaan, khususnya mereka yang 
mayoritas bekerja sebagai petani. KUD hadir sebagai lembaga 
multifungsi yang menjalankan berbagai peran. Namun, karena 
cakupan peran yang terlalu luas, tidak jarang fungsi utamanya menjadi 
tidak jelas dan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi desa 
menjadi kurang signifikan.

Sumbangan KUD terhadap pembangunan ekonomi pedesaan 
dapat terlihat dari beragam aktivitas usaha yang dijalankan, baik yang 
sesuai dengan fungsi utama koperasi maupun yang tidak sepenuhnya 
terkait. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, terdapat beberapa 
jenis unit usaha yang umum dijalankan oleh KUD, antara lain:

1. Unit simpan pinjam (perkreditan).

2. Unit pengangkutan hasil pertanian anggota.

3. Warung serba ada (waserda) yang menyediakan kebutuhan ru-
mah tangga anggota.
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4. Unit penyediaan dan penyaluran sarana produksi seperti pupuk, 
pestisida, dan benih.

5. Usaha kerja sama operasional dengan lembaga lain, seperti 
perusahaan listrik negara (pln), penyedia air bersih, dan instansi 
terkait lainnya.

Selain kegiatan ekonomi, KUD juga menjalankan fungsi sosial 
dan edukatif yang tidak dapat diabaikan, terutama dalam upaya 
meningkatkan kapasitas dan wawasan anggota. Kegiatan tersebut 
antara lain berupa rapat mingguan, bulanan, atau tahunan, serta 
pelatihan, kursus, dan penataran. Meskipun kontribusi kegiatan ini 
tidak dapat diukur secara materiil, proses tersebut merupakan bentuk 
investasi intelektual yang sangat berharga dalam meningkatkan 
kemampuan anggota dalam mengelola usaha.

Pandangan ini sejalan dengan pendapat Mosher (1987) yang 
menyebutkan bahwa untuk mewujudkan desa yang maju, dibutuhkan 
keberadaan tiga jenis lembaga utama, yaitu:

1. Lembaga pemasaran hasil produksi.

2. Lembaga penyedia modal atau pembiayaan.

3. Lembaga pendidikan atau penyuluhan pertanian.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa KUD telah 
menjalankan peran sebagaimana dimaksud oleh Mosher. Namun, 
untuk menilai peran KUD sebagai lembaga pendidikan, pelatihan, 
atau penataran, diperlukan indikator yang berbeda dari penilaian 
peran ekonomi biasa. Padahal, jika fungsi edukatif tersebut 
dijalankan secara serius dan konsisten, maka manfaatnya akan sangat 
besar. Anggota koperasi akan semakin terampil dalam berpikir, 
merencanakan, dan menjalankan usaha, yang pada akhirnya akan 
meningkatkan produktivitas serta pendapatan mereka.

Keberadaan KUD sebagai lembaga ekonomi desa tentunya akan 
mendapat beragam tanggapan dari para anggota maupun pengurus. 
Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian, persepsi masyarakat 
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BAB XI
KONKLUSI

Model Koperasi Unit Desa (KUD) yang efektif adalah 
model yang disesuaikan dengan karakter dan potensi 

masyarakat desa. Keberagaman sosial dan budaya masyarakat desa 
membutuhkan pendekatan koperasi yang kontekstual agar mampu 
memberikan dampak ekonomi yang nyata. Keberhasilan koperasi 
dalam membangun ekonomi desa dipengaruhi oleh beberapa faktor 
penting, yaitu karakteristik anggota, kemampuan dasar, pengelolaan 
yang baik, dan kinerja koperasi secara keseluruhan.

Membangun institusi koperasi yang kuat dengan memanfaatkan 
potensi masyarakat menjadi kunci utama dalam pengembangan 
ekonomi desa berbasis agribisnis. Pendekatan ini menekankan 
pentingnya pemberdayaan internal dan kolaborasi antara anggota 
untuk menciptakan koperasi yang mandiri, berkelanjutan, dan 
mampu bersaing dalam dinamika pasar lokal maupun global.
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